
KABUPATEN BOJONEGORO 
 

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN 

NOMOR : 40 Tahun 2018 

 

TENTANG 

  

SOP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PRAYUNGAN 

KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018 

 

KEPALA DESA PRAYUNGAN, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Desa Prayungan perlu 

menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang SOP Pengelolaan 

Keuangan Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2018; 

   

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah;  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa; 

  

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : SOP Pengelolaan Keuangan Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2018. 

KESATU : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Prayungan Kecamatan 

Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 



terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : SOP Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa dengan berpedoman pada rencana 

kegiatan APBDes 2018 

b. Melaporkan seluruh perkembangan kegiatan yang dilaksanakan kepada Kepala 

Desa 

c. Melaksanakan perintah dan petunjuk dari Kepala Desa dalam Pelaksanaan 

Kegiatan APBDes 2018 tersebut 

d. Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 

bertanggung jawab kepada Kepala Desa 

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, 

SOP Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU, diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

KEEMPAT :  Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan honorarium 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018. 

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di  : Prayungan  

pada tanggal    : 03 Desember 2018 

 

KEPALA DESA PRAYUNGAN 

 

 

 

 

Drs. H. IMAM ROFI’I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA  DESA PRAYUNGAN 

Nomor : 40 Tahun 2018 

Tanggal : 03 Desember 2018 

Tentang : SOP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO 

KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018 

 
Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Desa Kedungsumber 
 
Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

1. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

2. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) 

tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa 

1. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan 

kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 

2. Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan: 

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB 

Desa; 
d. menetapkan PPKD; 
e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; 
f. menyetujui RAK Desa; dan 
g. menyetujui SPP. 

3. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada 
perangkat Desa selaku PPKD. 

4. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan 
keputusan kepala Desa. 

Pelaksaan Keuangan Desa 

PPKD sebagaimana dimaksud terdiri atas: 

1. Sekretaris Desa; 
2. Kaur dan Kasi dan; 
3. Kaur Keuangan. 

 

 

 

 



Tugas PPKD 

Sekretaris 
Desa 

1. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa; 
2. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan 

perubahan APB Desa; 
3. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang 

APB Desa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBDesa; 

4. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa 
tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APB Desa; 

5. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas 
PPKD; dan 

6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

7. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; 
8. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 
9. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB 

Desa. 

Kaur dan Kasi 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 
anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; 

2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; 
4. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; 
5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas 

pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang 
tugasnya; dan 

6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya 
untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa. 

Kaur 
Keuangan 

1. Berfungsi Sebagai Bendahara 
2. menyusun RAK Desa; 
3. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, 

menyetorkan/membayar, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan 
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa. 

4. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki 
Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa. 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

APB Desa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa. 

1. Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. 

2. Belanja Desa diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, 

objek belanja, dan rincian objek belanja. 

3. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. 

 


